
 

 

KRONOLOGIS 

Saya bekerja di salah satu perusahan industri tekstil milik pengusaha. Dalam proses 

keseharian diperusahan, saya sering mangadvokasi keluhan dari para pekerja. Pada 

tahun 2015 saya dan beberapa teman memutuskan untuk mendirikan serikat di 

perusahan tersebut. Segala persyaratan administrasi telah didaftarkan ke dinas 

ketenagakerjaan. Beberapa hari setelah memasukkan berkas administrasi tersebut, saya 

jatuh sakit dan tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya. Salah satu teman saya 

datang menjenguk dan dia dengan berbaik hati membantu mengurus surat sakit saya ke 

rumah sakit. Setelah beberapa hari kemudian, saya dipanggil oleh pihak perusahan dan 

langsung di PHK tanpa diberi surat peringatan dengan alasan saya melakukan pemalsuan 

dokumen yakni surat sakit yang durus oleh teman saya tersebut. 

PERTANYAAN 

1. Apakah PHK yang dilakukan perusahan sudah sesuai dengan prosedur hukum 

yang berlaku 

ANALISIS HUKUM 

 Bahwa dalam ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pada pada pokoknya menjelaskan bahwa :  

o pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah 

mengusahakan untuk tidak terjadi pemutusan hubungan kerja,  

o jika PHK tetap tidak dihindari, maka harus dirundingkan terlebih dahulu 

baik antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan 

pekerja/buruh 

o jika tidak tercapai kesepakatan dalam perundingan, maka PHK dapat 

dilakukan jika  telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

 bahwa dalam pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang pada 

pokonya menyatakan bahwa PHK batal demi hukum jika dilakukan tanpa adanya 

penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan 



 

 

demikian sehingga pengusaha dan pekerja tetap harus melaksanakan segala 

kewajibannya 

 bahwa berdasarkan kronologis kasus diatas, pemutusan hubungan kerja terjadi 

karena terdapat surat keterangan sakit yang diurus oleh teman anda sendiri 

dikarenanakan anda tidak dapat mengurus sendiri surat keterangan sakit 

dimaksud yang kemudian dijadikan dasar PHK terkait pemalsuan dokumen 

 bahwa dalam pasal 153 huruf a UU ketenagakerjaan berbunyi : 

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-

menerus; 

 bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh jika 

terdapat kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja atau buruh sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan 

 bahwa terkait dengan pasal 158 sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah 

Konstitusi telah menjatuhkan putusan No.012/PUU-I/2003, tertanggal 28 

Oktober 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 158 UU 

ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat 

 bahwa kementerian tenaga kerja dan transmigrasi merespon putusan dimaksud 

dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 yang pada 

pokoknya terkait kesalahan berat harus memperhatikan dua hal : 

o PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

o Apabila pekerja ditahan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka 

berlaku ketentuan pasal 160 UU Ketenagakerjaan 

 Bahwa pemalsuan dokumen yang didalilkan oleh perusahaan sebagai dasar untuk 

melakukan PHK terhadap telah masuk pada ranah pidana sebagaimana dimaksu 

dalam pasal 263 dan 264 KUHP 

PENDAPAT HUKUM 



 

 

1. Bahwa pemutusan hubungan kerja sebagaimana anda jabarkan pada kronologis 

diatas adalah tidak sah dikarenakan belum adanya penetapan dari lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan 

oleh undang-undang. 

2. Jika dalil perusahan melakukan PHK karena pemalsuan dokumen, maka hal 

tersebet telah masuk pada ranah hukum pidana. Dengan demikian sesuai dengan 

surat edaran kementerian tenaga kerja dan transmigrasi PHK hanya dapat 

dilakukan apabila telah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

3. Oleh karena belum ada penetapan pengadilan, maka PHK batal demi hukum dan 

pengusaha serta pekerja tetap melaksanakan kewajibannya sesuai amanat pasal 

155 UU ketenagakerjaan 

 

 


